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ABSTRAK

Tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah. Dalam PERMA mengenai kewenangan eksekusi putusan
arbitrase yaitu ada di pengadilan agama. Sedangkan dalam UU No. 30 Tahun
1999 (dasar hukum yang digunakan arbitrase saat ini) bahwa kewenangan
eksekusi putusan arbitrase merupakan kewenangan pengadilan negeri. Arbitrase
syariah belum mempunyai undang-undang atau aturan khusus yang mengatur
mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Oleh karena
itu, penulis meneliti mengenai kekuatan PERMA No. 14 Tahun 2016 dan
implikasi yang terjadi dengan adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap
kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat
deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini
mengumpulkan data dengan studi dokumen dan diperkuat dengan wawancara
kepada salah satu Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu Ibu Juharni.
Hasil penelitian yang dihasilkan, di analisis menggunakan metode kualitatif agar
dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini, PERMA mempunyai kekuatan hukum dan termasuk
dalam peraturan perundang-undangan yang diakui dan dapat dilaksanakan. Hal ini
dibuktikan bahwa PERMA No. 14 Tahun 2016 sesuai dengan Pasal 8 UU No. 12
Tahun 2011. PERMA sesuai dengan Teori die Lehre vom dem Stufenaufbau der
Rechtsordnung atau die Stufenordnung der Rechtsnormen, Asas lex superiori
derogat legi inferiori, dan Asas Lex Posterior derogat Legi Priori. PERMA No.
14 Tahun 2016 berimplikasi terhadap sistem peradilan khususnya mengenai
eksekusi putusan arbitrase syariah. Kewenangan sebagai eksekutor putusan
arbitrase syariah berpindah dari pengadilan negeri ke pengadilan agama. Namun
sebagai peradilan di bawah Mahkamah Agung, pengadilan negeri maupun
pengadilan agama harus menaati dan melaksanakan putusan tersebut.

Kata kunci : PERMA No. 14 Tahun 2016, Kewenangan Pengadilan Agama,
Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan prinsip syariah dalam perekonomian di Indonesia mulai
banyak digunakan. Dari sektor perbankan, asuransi, perdagangan, pegadaian
dan bisnis yang lainnya. Banyaknya sektor perekonomian yang menggunakan
prinsip syariah memungkinkan adanya sengketa atau perselisihan.
Berdasarkan hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa dapat melalui
jalur litigasi (Pengadilan) maupun jalur non litigasi (mediasi, arbitrase syariah).

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan sengketa
ekonomi syariah berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah pengadilan agama.
Subyek dalam pengadilan agama tidak hanya orang yang beragama Islam saja
namun juga orang yang tidak beragama Islam namun menundukkan diri
terhadap hukum Islam. Selain perorangan, subyek hukumnya juga termasuk
badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam®.

Untuk jalur non litigasi berupa arbitrase, menggunakan arbitrase
syariah. Di Indonesia terdapat badan nasional untuk arbitrase syariah yang
dinamakan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang disingkat

BASYARNAS. Dasar hukum arbitrase syariah adalah UU No. 30 Tahun 1999

! Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4611.



tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase Syariah
belum mempunyai aturan tersendiri. Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan
permasalahan khususnya mengenai kewenangan eksekusi putusan arbitrase
syariah jika tidak dilaksanakan oleh para pihak. Beberapa peraturan
memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri namun terdapat beberapa
aturan yang memberikan wewenang kepada pengadilan agama.

Putusan arbitrase syariah yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh
para pihak yang bersengketa dilakukan eksekusi oleh pengadilan seperti yang
diatur dalam Pasal 61 bahwa:

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara

sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan

Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”2

Jika dalam Pasal 61 menjelaskan bahwa yang berhak melakukan
eksekusi putusan arbitrase adalah pengadilan negeri. Dalam hal ini tentunya
juga termasuk arbitrase syariah, karena arbitrase syariah juga tunduk dalam
peraturan perundang-undangan ini.

Pertentangan kewenangan terjadi karena dalam Pasal 49 UU No. 3
Tahun 2006 menjelaskan bahwa pengadilan agama mempunyai kewenangan
dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang merupakan sengketa

yang diselesaikan oleh arbitrase syariah. Isi dari Pasal 49 adalah:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

Z pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.



beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

zakat, infaq, shadagah, dan ekonomi syari'ah.”

Khusus penyelesaian sengketa mengenai perbankan syariah diatur pada
Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, yang berbunyi:

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai dengan isi Akad.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa kewenangan menyelesaikan sengketa
perbankan syariah diberikan kepada pengadilan agama dan sesuai dengan akad
para pihak. Dalam hal ini membuka peluang bagi para pihak untuk memilih
dan menentukan cara penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa tidak
terikat pada pengadilan agama, tetapi juga pengadilan negeri, Arbitrase atau
Arbitrase Syariah dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 menguatkan aturan dalam UU No. 30 Tahun
1999 yang menjelaskan bahwa kewenangan melaksanakan eksekusi putusan
Basyarnas adalah kewenangan pengadilan negeri.

Pada tanggal 3 Agustus 2012, Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun
2008 dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dengan putusan MK No.
93/PUU-X/2012 tentang uji materiil Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008
pada Tanggal 28 Maret 2013. Putusan MK tersebut menjelaskan bahwa Pasal

55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum

% Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4611.

* Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.



mengikat. Oleh Karena itu, penyelesaian sengketa pada perbankan syariah
menjadi kewenangan pengadilan agama.

Arbitrase syariah belum diatur secara khusus dalam suatu aturan di
Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum
tersebut dengan mengeluarkan SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi
Putusan Basyarnas. Pada angka 4, menjelaskan bahwa kewenangan
melakukan eksekusi putusan Basyarnas dalam sengketa ekonomi syariah
adalah kewenangan pengadilan agama®.

Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan kembali SEMA No.
8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas. SEMA No. 8
Tahun 2010 menjelaskan bahwa ketentuan angka 4 dalam SEMA No. 8 Tahun
2008 tidak berlaku, sehingga kewenangan eksekusi putusan Basyarnas
diberikan kepada pengadilan negeri.®

Akhirnya Tahun 2016, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan
aturan mengenai kewenangan eksekusi putusan Basyarnas dengan Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Penjelasan mengenai kewenangan
eksekusi putusan arbitrase syariah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) menjelaskan

bahwa:

®> Angka 4 SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas, No. Surat:
09/Bua.06/Hs/SP/X/2008, tertanggal 10 Oktober 2008.

® SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas.



“Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan
oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”’

Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa kewenangan eksekusi
putusan arbitrase syariah adalah kewenangan pengadilan agama.

Permasalahan lain muncul karena peraturan tersebut hanya berupa
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Jika dilihat dari hierarki peraturan
perundang-undangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang
mempunyai kedudukan yang tinggi dan menjadi peraturan pokok yang
digunakan jika dibandingkan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dikeluarkan untuk mengisi
kekosongan hukum. Dalam hal ini, dikarenakan belum ada aturan mengenai
Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang didalamnya juga
mengatur mengenai kewenangan eksekusi putusan Basyarnas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
meneliti mengenai dampak/implikasi adanya PERMA No. 14 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah terhadap

kewenangan pengadilan agama mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut:

" Pasal 13 ayat (2) Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059.



1. Bagaimana kekuatan hukum PERMA No. 14 Tahun 2016 dalam mengatur
mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah?

2. Apakah adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah berimplikasi terhadap kewenangan

pengadilan agama dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan penelitian
Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu:
a. Untuk mengetahui kekuatan hukum PERMA No. 14 Tahun 2016
dalam mengatur mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah
b. Untuk mengetahui implikasi dengan adanya PERMA No. 14 Tahun
2016 terhadap kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi
putusan arbitrase syariah
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan
teoritis dan kegunaan praktis:
a. Kegunaan teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
perkembangan hukum bisnis pada umumnya, serta menambah

pengetahuan mengenai implikasi adanya PERMA No. 14 Tahun 2016



terhadap kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi putusan

arbitrase syariah.

b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap akademisi, pemerintah, penegak hukum dan
masyarakat. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat
menambah wawasan mengenai dampak yang terhajadi dengan adanya
PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan pengadilan agama
melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah serta dapat menjadi
bahan untuk penelitian selanjutnya. Bagi pemerintah dan penegak
hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan
mengenai kepastian hukum kewenangan pengadilan agama untuk
melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah. Bagi masyarakat,
diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai dampak
yang terjadi dan kekuatan hukum PERMA No. 14 Tahun 2016
terhadap kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi putusan

arbitrase syariah.

D. Telaah Pustaka
Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui mesin pencari (Google)

terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:



Skripsi Nurjanah ® pada Tahun 2007 yang berjudul, “Mekanisme
Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) (Studi terhadap pelaksanaan putusan BASYARNAS)”
meneliti mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS
dan pelaksanaan putusan BASY ARNAS serta kekuatan hukumnya, jika ketua
Pegadilan Negeri menolak pelaksanaan eksekusi atas putusan BASY ARNAS.
Hasil penelitian ini adalah mekanisme pelaksanaan putusan Basyarnas dimulai
dari pendaftaran surat permohonan ke Sekretariat Basyarnas, penetapan arbiter,
pemanggilan para pihak, acara persidangan dan berakhir dengan pembacaan
putusan. Pelaksanaan putusan Basyarnas dilaksanakan oleh arbiter atau
kuasanya. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat kedua belah pihak
jika didaftarkan ke panitera pengadilan negeri. Jika pengadilan negeri menolak
pelaksanaan eksekusi maka pelaksanaannya dikembalikan ke para pihak.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dasar
peraturan perundang-undangan yang digunakan. Penelitian ini mendasarkan
penelitian dengan menggunakan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa sedangkan penelitian penulis mendasarkan
pada PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah. Perbedaan yang lainnya, penelitian ini menggunakan studi
kasus berupa pelaksanaan putusan Basyarnas sedangkan penelitian penulis

menggunakan pelaksanaan/eksekusi putusan Basyarnas sebagai salah satu

® Nurjanah, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS) (Studi terhadap pelaksanaan putusan BASYARNAS)”, Skripsi,
Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.



indikator penjelasan dampak yang terjadi dengan adanya PERMA No. 14
Tahun 2016.

Skripsi Tri Budi Santoso ° pada Tahun 2010 vyang berjudul
“Kewenangan Pengadilan Agama dalam Melakukan Eksekusi Putusan Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Studi Kasus Sita Eksekusi Kantor Cabang Bank
Syariah X di Jakarta Selatan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat)” meneliti
mengenai kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa perbankan syariah, khususnya melaksanakan eksekusi
putusan Basyarnas dan hambatan pelaksanaan eksekusi. Hasil penelitian ini
adalah yang pertama, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa perbankan syariah, berwenang melaksanakan
eksekusi putusan Basyarnas. Kedua, hambatan dalam kasus yang diteliti
bersifat yuridis dan administratif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai
dasar peraturan yang digunakan dan pokok permasalahan yang diteliti.
Penelitian ini meneliti kewenangan pengadilan agama melakukan pelaksanaan
eksekusi putusan Basyarnas dengan dasar hukum UU No. 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama, sedangkan penelitian penulis lebih mendasarkan
pada dampak dari PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan
pengadilan agama melakukan eksekusi putusan basyarnas. Untuk pokok

permasalahan penelitian ini adalah kewenangan pengadilan agama melakukan

° Tri Budi Santoso, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Melakukan Eksekusi
Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Studi Kasus Sita Eksekusi Kantor Cabang Bank
Syariah X di Jakarta Selatan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat)”, Skripsi, Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia Jakarta, 2010.
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eksekusi putusan basyarnas sedangkan penelitian penulis pokok permasalahan
yang diteliti adalah PERMA No. 14 Tahun 2016. Kewenangan pengadilan
agama mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah hanya menjadi hal yang
terdampak dengan adanya PERMA No. 14 Tahun 2016.

Tesis Niken Dyah Triana ' pada Tahun 2011 yang berjudul
“Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah
Nasional (Basyarnas) dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” meneliti mengenai
kompetensi Basyarnas terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia dan penerapan putusan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa
perbankan syariah dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 1999. Hasil
penelitian ini adalah kompetensi Basyarnas didasarkan pada klausul perjanjian
para pihak dalam menyelesaikan sengketa muamalah (perdata) yang timbul
dalam perdagangan, keungan, industri, jasa. Jika terjadi sengketa dan belum
memilih cabang/perwakilan maka para pihak yang bersengketa diberikan hak
untuk memilih cabang/perwakilan Basyarnas sesuai dengan kesepakatan
bersama. Pelaksanaan putusan Basyarnas sesuai dengan ketentuan SEMA No.
8 Tahun 2010 tentang Penegasan tidak berlakunya SEMA No. 8 Tahun 2008
tentang Eksekusi Putusan Basyarnas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah obyek

penelitian dan dasar hukum yang digunakan. Penelitian ini meneliti

1% Niken Dyah Triana, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas
Indonesia Jakarta, 2011.
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kompetensi Basyarnas sedangkan penelitian penulis meneliti dampak PERMA
No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan pengadilan agama tentang eksekusi
putusan arbitrase syariah. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan menghubungkan UU No. 30 Tahun 1999 dan SEMA No. 8
Tahun 2010 sedangkan penelitian penulis menggunakan PERMA No. 14
Tahun 2016.

Tesis Aristama Megajaya'’ pada Tahun 2017 yang berjudul “Eksekusi
Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional” meneliti mengenai kewenangan
pengadilan agama dalam mengeksekusi putusan basyarnas dan implementasi
eksekusi putusan badan arbitrase syari’ah nasional. Hasil penelitian ini adalah
Kewenangan untuk menyelesaikan (mengeksekusi) sengketa ekonomi syari’ah
melalui jalur litigasi adalah kewenangan absolut Peradilan Agama. Pernyataan
tersebut berdasarkan pada Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syari’ah, dan putusan Mahkamah Konstisusi Nomor
93/PUU-X/2012. Undang-undang dan putusan MK ini memberikan
kewenangan absolut kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa
ekonomi syari’ah termasuk di dalamnya perbankan syari’ah. Penyelesaian
sengketa ekonomi syari’ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari’ah.

Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis. Eksekusi putusan

! Aristama Megajaya, “Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional”, Tesis,
Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.
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Basyarnas setelah 30 hari putusan dibacakan oleh arbiter diajukan
permohonan eksekusi kepada pengadilan agama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dasar hukum
yang digunakan dan pokok penelitian . Penelitian ini menggunakan UU No. 3
Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2008, dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012
untuk mencari kewenangan pengadilan agama dalam eksekusi putusan
basyarnas, sedangkan penelitian penulis menggunakan PERMA No. 14 Tahun
2016 untuk mencari dampaknya terhadap kewenangan pengadilan agama
dalam eksekusi putusan basyarnas. Pokok penelitian dalam penelitian ini
adalah eksekusi putusan basyarnas sedangkan penelitian penulis, pokok
penelitiannya adalah dampak dari adanya PERMA No. 14 Tahun 2016.

Tesis Friska Muthi Wulandari ** pada tahun 2017 yang berjudul
“Dualisme Peraturan tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi
Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)” meneliti
mengenai penyebab terjadi dualisme peraturan tentang kewenangan
pengadilan dalam mengeksekusi putusan BASYARNAS dan akibat hukum
adanya dualisme peraturan terkait dengan eksekusi putusan BASY ARNAS.
Hasil penelitian ini adalah Dualisme eksekusi putusan BASY ARNAS terjadi
karena adanya UU Nomor 30 Tahun 1999 membatasi kompetensi absolut
pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa

ekonomi syariah. Adanya tumpang tindih kewenangan atau dualisme

'2 Friska Muthi Wulandari, “Dualisme Peraturan tentang Kewenangan Pengadilan
Terhadap Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”, Tesis,
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
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peraturan antara UU Nomor 21 Tahun 2008 dengan UU Nomor 48 Tahun
2009 menunjukkan bahwa telah terjadi dualisme karena adanya peraturan
yang baru tidak merujuk pada peraturan lama dan telah mengabaikan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Akibat dualisme
peraturan eksekusi putusan BASYARNAS menyebabkan ketidak pastian
hukum yang akan berimbas pada ketidak adilan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pokok
penelitian. Penelitian ini meneliti mengenai dualisme peraturan terkait
kewenangan eksekusi putusan basyarnas, sedangkan penelitian penulis
meneliti mengenai dampak PERMA No. 14 tahun 2016 terhadap kewenangan
pengadilan agama untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah.
Perbedaan lainnya yaitu, penelitian ini meneliti dualisme kewenangan
melakukan eksekusi putusan basyarnas yaitu pengadilan negeri dan
pengadilan agama, sedangkan penelitian penulis hanya meneliti mengenai

kewenangan pengadilan agama.

E. Kerangka Teoritik
1. Peraturan Perundang-Undangan
Menurut Hans Kelsen dalam buku yang ditulis oleh Jimly
Asshiddiqgie, peraturan (regulation) atau ordonasi (ordinances) merupakan
norma yang tidak dibuat oleh legislatif tetapi dibuat oleh kepala negara,
atau kekuasaan untuk menetapkan norma umum yang diberikan otoritas

administrasi oleh konstitusi. Konstitusi memberikan kekuasaan tersebut
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pada organ administratif khususnya kepala negara atau perdana menteri,
pada kondisi yang tidak biasa menetapkan norma umum untuk mengatur
masalah yang biasanya diatur oleh organ legislatif melalui undang-
undang.*?
Peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.*
Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
muatannya harus sesuai dengan asas:
a. pengayoman
b. kemanusiaan
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan

e. kenusantaraan;

'3 Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta:
Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) him. 116-117.

4 pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Lembaran Negara No. 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara N0.5234.
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f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
I. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.'®
Pengadilan

Teori Hans Kelsen tentang hukum menjelaskan bahwa pengadilan
dapat menjadi organ pelaksana hukum dan organ pembuat hukum.
Pengadilan sebagai organ pelaksana hukum adalah setiap keputusan
yudisial mengaplikasikan norma hukum ajektif dalam bentuk tindakan
sebagai hakim dan untuk memutuskan kasus konkret atas diskresinya atau
berdasarkan norma umum hukum substantif. Hukum ajektif yang
mendelegasikan kekuasaan yudisial ke pengadilan. Sedangkan pengadilan
sebagai organ pembuat hukum adalah pengadilan dapat memutuskan kasus
konkret berdasarkan diskresinya yang ditentukan terlebih dahulu oleh satu
atau lebih norma umum. Prinsip ini merupakan prinsip dalam negara ideal
Plato yang disebut royak judges dengan kekuasaan yang hampir tidak
terbatas.*®

Jika fungsi pengadilan diatur baik oleh aturan-aturan hukum baik
berupa prosedur maupun isi keputusannya maka pengadilan terikat dalam

derajat yang berbeda. Namun jika pengadilan tidak diberikan kewajiban

128.

% Ibid, Pasal 6

!¢ Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, him.
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dalam norma umum, maka kompetensi pengadilan dapat ditentukan dalam
dua cara yaitu membebaskan terdakwa atau menolak gugatan penggugat.
Cara lain menentukan kompetensi pengadilan yang tidak ada aturan
hukumnya adalah memutuskan dalam diskresinya sendiri, akan menolak
atau menerima tuntutan.'’

Pasal 24 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945
menjelaskan bahwa Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan
kehakiman di Indonesia dan membawahi peradilan umum, peradilan
agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan mahkamah
konstitusi.

3. Penyelesaian Sengketa dalam Islam
a. Perdamaian (Al-Sulh)

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian
perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan
perdamaian yakni ijab, gabul dan lafadz dari perjanjian damai. Syarat
sahnya perjanjian damai adalah®®:

1) Hal yang menyangkut subyek
Subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus
orang cakap bertindak menurut hukum. Orang yang melaksanakan
perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau

wewenang untuk melepaskan hak atau hal-hal yang dimaksud

7 1bid, him.129-130.

8 Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2011)
HIm.134-136.
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3)

4)
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dalam perdamaian.
Hal yang menyangkut obyek

Obyeknya berbentuk harta, baik berwujud maupun tidak
berwujud dan dapat diketahui secara jelas sehingga tidak
melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat melahirkan
pertikaian baru.
Persoalan yang boleh didamaikan

Hal yang boleh didamaikan hanya bentuk pertikaian harta
benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak
manusia yang dapat diganti.
Pelaksanaan perdamaian

Dapat dilaksanakan diluar siding pengadilan atau didalam

sidang pengadilan

. Arbitrase

Arbitrase yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagali

wasit (hakam) oleh dua orang atau lebih yang berselisih guna

menyelesaikan perselisihan mereka secara damai™®.

Dalam penyelesaian sengketa mudharabah dapat diselesaikan

melalui badan arbitrase syariah nasional.

Pengadilan/ kekuasaan kehakiman (wilayat al-Qada)

Dalam kekuasaan kehakiman ini terdapat beberapa lembaga

¥ Ipbid, HIm.138.
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yaitu’:
1) Al-Hishah
Merupakan lembaga resmi negara yang diberi kewenangan
untuk menyelsaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan
yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk
menyelesaiakannya. Kewenangan lembaga ini terbatas pada
pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari
kemungkaran.
2) Al-Madzalim
Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-
orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara
atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh
pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah.
3) Al-Qada
Artinya adalah memutuskan atau menetapkan yang berarti
menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk
menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Kewenangannya
adalah menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan
masalah al-akhwal asy-syakhsiyah (masalah keperdataan, yang
termasuk hukum keluarga) dan masalah jinayat (hal-hal pidana).

d. Teori Kepastian Hukum

2 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), HIm.434-437.
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Kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku
yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk
dampak hukumnya. Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai
sesuatu hal yang ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret?.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan,
yang berhak mendapatkan haknya dan putusan dapat dilaksanakan.
Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan
sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum tanpa nilai
kepastian hukum akan kehilanga makna karena tidak lagi dapat
dijadikan pedoman perilaku bagi semua.?

Terdapat asas yang menjelaskan mengenai kepastian hukum
yaitu asas ubi jus incertum, ibi jus nullum. Makna dari asas tersebut
adalah dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum?®®. Asas
ini menjelaskan mengenai pentingnya kepastian hukum dalam hukum.

e. Teori die Lehre vom dem Stufenaufbau der Rechtsordnung atau die
Stufenordnung der Rechtsnormen
Teori ini berasal dari teori yang dikemukan oleh Hans Kelsen

yaitu teori piramida perundang-undang atau disebut Teori Stufenbau.

2l Tata Wijaya, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam
Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Volume
14 Nomor 2 Mei 2014, him. 219-220.

%2 Ibid.

2 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Filsafat Hukum, Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum,
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, him.13.
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Teori Hans Kelsen disempurnakan oleh murid beliau yang bernama

Hans Nawiasky. Teori ini menjelaskan bahwa norma-norma hukum

dalam negara selalu berjenjang yaitu:

1) Norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm)

2) Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (staatsgrundgesetz)

3) Undang-Undang (formal) (formellgesetz)

4) Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (verordnung &
autonomi satzung)**

f. Asas-Asas Perundang-Undangan
Terdapat beberapa asas mengenai perundang-undangan,
1) Asas tingkatan hierarki
Asas ini juga disebut sebagai lex superior derogat legi
inferior. Asas ini menjelaskan bahwa isi peraturan perundang-
undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang di atasnya. Berdasarkan pasal 7 UU No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menjelaskan
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:
a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang

d) Peraturan Pemerintah

| Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan llmu Perundang-
Undangan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2012) Him. 36-38
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4)
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e) Peraturan Presiden
f) Peraturan Daerah Provinsi, dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Lex Specialis Derogat Legi Generalis

Asas ini mempunyai arti bahwa peraturan perundang-
undangan yang khusus mengesampingkan yang umum, sehingga
peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuatu hal yang
khusus lebih utama untuk digunakan atau dilaksanakan
dibandingkan peraturan perundang-undangan yang umum.
Nova Constitutio Futuris Formam Imponere Debet, Non
Praeteritis

Asas ini mempunyai arti bahwa undang-undang yang baru
berlaku untuk saat ini dan untuk masa depan, tidak untuk berlaku
surut.”® Berdasarkan asas tersebut, peraturan perundang-undangan
yang diundangkan atau disahkan pada tahun 2017 akan berlaku
mulai diundangkan atau disahkan peraturan perundang-undangan
tersebut sampai tahun 2018 dan seterusnya sampai peraturan
perundang-undangan tersebut diganti atau dihapus, bukan berlaku
pada kejadian tahun 2016, meskipun kejadian tersebut disidangkan
pada tahun 2017 saat peraturan perundang-undangan baru itu
disahkan.

Lex Posterior Derogat Legi Priori

% Eddy 0.S. Hiariej, Teori dan Filsafat Hukum, hal. 14.
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Asas ini mempunyai arti bahwa undang-undang yang baru
mengesampingkan yang lama?®. Berdasarkan asas tersebut maka
peraturan perundang-undangan yang baru akan digunakan atau
dilaksanakan menggantikan peraturan yang lama dan peratuan
yang lama tersebut tidak berlaku lagi.

Asas Welvaartstaat

Asas ini mempunyai makna bahwa undang-undang sebagai
sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan
spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui
pembaharuan atau pelestarian. Perlu ada beberapa syarat yang
harus dipenuhi agar tidak ada kesewenang-wenangan yaitu:

a) Syarat keterbukaan, yaitu bahwa sidang-sidang di Dewan
Perwakilan Rakyat dan perikelakuan anggota fungsi eksekutif
dalam pembuatan undang-undang diumumkan, dengan harapan
akan adanya tanggapan dari warga masyarakat yang berminat,

b) Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan
usul-usul (tertulis) kepada penguasa. Cara-caranya ialah, antara
lain:

(1) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat
untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang

menyangkut suatu peraturan di bidang tertentu,

2 Ipid, him.13.
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(2) Suatu departemen mengundang organisasi-organisasi
tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan
undang-undang tertentu,

(3) Acara dengar pendapat (hearing) di Dewan Perwakilan
Rakyat,

(4) Pembentukan komisi-komisi penasihat yang terdiri dari
tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka.”’

6) Asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang
setelah diundangkan dalam lembaran negara.

Asas ini dimaksudkan bahwa orang-orang atau warga
negara dianggap tahu undang-undang yang telah diundangkan. Jadi
jika tidak ada alasan untuk tidak menjalankan atau menaati aturan
dalam undang-undang.?

7) Asas Undang-Undang Tidak Dapat Diganggu Gugat

Asas ini mempunyai arti bahwa siapapun tidak boleh
melakukan uji materiil atas isi undang-undang kecuali Mahkmah
Konstitusi®®. Uji materiil diajukan ke Mahkamah Konstitusi jika
ada kemungkinan isinya menyimpang dari Undang-Undang Dasar

(UUD)®.

21 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum Indonesia,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), him.152-153.

% Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),
him. 159.

2% Ibid, him.160.

% C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum Indonesia, him.
152.
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g. Perbedaan Arbitrase dengan Arbitrase Syariah
Arbitrase syariah maupun arbitrase pada intinya sama yaitu
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perbedaannya arbitrase
syariah menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi
syariah sedangkan arbitrase menyelesaikan sengketa yang berkaitan
ekonomi konvesional. Perbedaan yang paling mendasar adalah adanya
kata syariah. Berdasarkan PERMA No. 14 Tahun 2016, Prinsip
Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah®'. Pengertian ini
merupakan pembeda yang paling utama antara arbitrase dengan
arbitrase syariah yaitu penggunaan hukumnya.
Klausul arbitrase adalah:
1) Pactum de Compromittendo
Para pihak sudah mencantumkan di dalam kontrak mereka
bahwa jika terjadi sengketa mereka menentukan lembaga arbitrase
untuk menyelesaikan sengketa,
2) Akta Kompromis
Akta ini dibuat setelah timbul sengketa di antara para pihak,
yakni akta kesepakatan tempat penyelesaian sengketa untuk

menyelesaikan sengketa di antara mereka.*?

% pasal 1 angka 2 PERMA No. 14Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 nomor 2059.

% Susilawetty, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Bekasi: Gratama,
2013), him.4-5.
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Arbitrase Syariah sesuai dengan pandangan Islam yang
mengutamakan perdamaian. Perdamaian merupakan jalan terbaik
dalam Islam. Oleh karena itu, semua pihak harus rela meskipun di
satu sisi ia harus melepaskan haknya. Penyelesaian secara hukum
hanya dilaksanakan bilamana jalan damai tidak dapat disepakati.
Jalan damai diutamakan karena dengan jalan tersebut penyelesaian
sengketa tidak menimbulkan kesan kebencian atau permusuhan
antara dua orang yang berperkara dan diharapkan hubungan

silaturrahmi antara yang bersengketa dapat terjaga.**

Syarat-syarat perdamaian adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

Penyelesaian sengketa hanya dilakukan atas dasar kebijaksanaan
tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk agama ataupun sampai
melanggar batas-batas agama Allah SWT,

Orang yang akan melakukan perdamaian harus mengetahui tentang
hukum Allah mengenai apa yang didamaikan,

Perdamaian berlaku dalam berbagai kasus hukum kecuali hukum
yang ada hubungannya dengan hak Allah SWT,

Perdamaian dengan juru damai hanya dibenarkan dalam masalah-
masalah yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusia
Wilayah perdamaian adalah wilayah yang didapatkan dari

perseorangan, dan merupakan bagian dari al-Qada yang

3 Ibid, hIm.132.
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berhubungan dengan harta benda, bukan berhubungan dengan Al-
Hudud dan Al-Qisash.**

Di Indonesia, Arbitrase mempunyai lembaga yang disebut

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sedangkan untuk

arbitrase syariah mempunyai lembaga tersendiri yaitu Badan Arbitrase

Syariah Nasional (BASYARNAS). BANI merupakan lembaga

independen yang dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia

(KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November

1977%, sedangkan BASYARNAS di bawah Majelis Ulama Indonesia

(MUI).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian tentang “Implikasi PERMA No. 14 Tahun 2016
terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Melakukan Eksekusi Putusan
Arbitrase Syariah” menggunakan penelitian hukum normatif empiris.
Menurut Amiruddin dkk®, Jenis penelitian normatif merupakan penelitian
dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku,
makalah, laporan penelitian, artikel, serta peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan masalah atau obyek penelitian.

% Ibid, hIm.134-135.

% www.baniarbitration.org, diakses pada Selasa, 10 April 2018.

% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 29.
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Namun demikian, untuk memperdalam pembahasan diperlukan
informasi yang harus digali menggunakan metode penelitian hukum
empiris. Penelitian empiris atau sosiologis®’ adalah penelitian mengenai
perilaku masyarakat (kebiasaan atau norma). Penelitian empiris dilakukan
untuk mendapatkan informasi langsung dari salah satu hakim di
Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu Ibu Juharni.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan. Pengertian pendekatan Undang-undang adalah
pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.*® Regulasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah PERMA No. 14 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu
mendeskripsikan mengenai dampak adanya PERMA No. 14 Tahun 2016
terhadap kewenangan pengadilan agama dalam melakukan eksekusi
putusan arbitrase syariah.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung melalui wawancara

dan data sekunder didapatkan melalui data pustaka.

137.

¥'Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2014), him.12.

% peter Mahmud marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 136-
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a. Data primer

Data primer digunakan sebagai pendukung data sekunder yang
berkitan dengan pemberian pemahaman mengenai makna dan maksud
dari konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang terdapat bahan
hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Data primer tidak
berkaitan dengan pengalaman langsung atau pandangan seseorang
berkenaan dengan makna atau maksud yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan.

Data primer merupakan jenis data yang digunakan dalam
penelitian hukum empiris yang diperoleh secara langsung dari hasil
penelitian yang dilakukan peneliti melalui kegiatan wawancara
terhadap responden. Pedoman wawancara digunakan untuk
mendapatkan data primer yang dibutuhkan oleh peneliti.

Responden adalah individu atau orang yag akan memberikan
respon terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dan
berkaitan langsung dengan data yang dibutuhkan®®. Responden dalam
penelitian ini adalah Ibu Juharni selaku Hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta.

b. Data sekunder
Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tertier.

% Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.174.
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1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum atau ketentuan

yang mengikat, dan perturan perundang-undangan yang pernah

berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian*’. Bahan hukum

primer terdiri atas:

a)
b)

d)

UUD Republik Indonesia Tahun 1945,

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3872.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Lembaran Negara No. 82 tahun 2011,
Tambahan Lembaran Negara No. 5234.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor 5076.

0 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , him. 29.
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9)

h)

)

k)
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SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas,
No. Surat: 09/Bua.06/Hs/SP/X/2008, tertanggal 10 Oktober
2008.

SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tentang
Eksekusi Putusan Basyarnas.

Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian
Perkara Ekonomi Syariah, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2059.

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah, ditetapkan di jakarta pada tanggal 1 April 2000.
Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/1V/2000 tentang Jual Beli
Istishna’, ditetapkan di Jakarta pada 4 April 2000.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Mudharabah, ditetapkan di Jakarta pada 4 April 2000.

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Musyarakah, ditetapkan di Jakarta pada 4 April
2000.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Pembiayaan ljarah, ditetapkan di Jakarta pada 13 April 2000.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang

memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah
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dikaji**. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku tentang
ilmu hukum, teori hukum, hukum ekonomi syariah, peradilan
agama, arbitrase, berbagai karya ilmiah, jurnal dan bahan yang
relevan.

3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder **. Bahan hukum tertier disini berupa Kamus
Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu
studi dokumen dan wawancara.
a. Studi dokumen
Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis konten.
Analisis konten yaitu beberapa teknik untuk membuat kesimpulan dari
objek dan secara sistematik, mengidentifikasi, spesifik, karakteristik
pesan.*?
b. Wawancara
Salah satu cara memperoleh data secara langsung adalah
wawancara kepada orang-orang yang berkaitan dengan fakta yang

diteliti. Wawancara dapat berbentuk wawancara individual yaitu satu

* Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), him.181.

*2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta:Raja Grafindo, 2010), him.113.

* Ibid, him.21-22.
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orang pewawancara dan satu orang yang diwawancarai langsung
berhadapan secara perseorangan maupun wawancara konferensi yaitu
satu orang pewawancara mewawancarai beberapa orang ataupun
kebalikannya beberapa pewawancara mewawancarai satu orang saja**.
Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara
seperti daftar pertanyaan yang dikembangkan agar lebih mendalam dan
mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian serta menjawab
semua permasalahan dalam penelitian.

Pihak yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yaitu
responden. Responden adalah individu atau orang yang akan
memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh
peneliti dan berkaitan langsung dengan data yang dibutuhkan.*®

Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Juharni, salah satu
hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

5. Analisis Data
Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian untuk mengkaji atau
menelaah hasil penelitian berupa data yang sudah diolah, dengan teori-
teori yang telah didapatkan sebelumnya.“°
Metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan

mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan

* Komarudin, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis, (Bandung: Angkasa, 1982),
him.113.

** Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 174-175.

“5 Ibid, hIm.183.
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penelitian lapangan, yang kemudian diolah menggunakan metode
kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

Menurut Soerjono Soekanto®’, metode kualitatif adalah suatu tata
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya

yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini terdapat 5 (lima) bab yang terdiri dari,

Bab | tentang Pendahuluan yang berisi berisi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, manfaat
penelitian dan metode penelitian.

Bab Il tentang Tinjauan Pustaka berisi Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA), Pengadilan Agama dan Arbitrase Syariah mulai dari pengertian
dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan.

Bab Il tentang Gambaran umum PERMA No. 14 Tahun 2016 berisi
hal-hal yang diatur dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 beserta penjelasannya.

Bab IV Hasil Penelitian berisi analisis dampak PERMA No. 14 Tahun
2016 terhadap kewenangan pengadilan agama melakukan eksekusi putusan

arbitrase syariah

* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian ... , him.250.
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Bab 1V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan
mengenai jawaban dari rumusan masalah sedangkan saran adalah masukan

untuk penelitian selanjutnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal,
yaitu:
1. PERMA No. 14 Tahun 2016 mempunyai kekuatan hukum yang dibuktikan
dengan:

a. PERMA termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan meskipun
tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan

b. PERMA ada karena adanya kewenangan dari UU No. 3 Tahun 2009
juncto UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung Pasal 79 yang menyebutkan bahwa Mahkamah
Agung dapat mengeluarkan aturan yang belum diatur dalam undang-
undang.

c. PERMA mengisi kekosongan hukum karena belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa
ekonomi syariah khususnya mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan
arbitrase syariah.

d. PERMA merupakan bagian dari Hukum acara yang sudah ada dan
tidak melampaui aturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan.
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e. PERMA merupakan salah satu upaya untuk mengurangi tunggakan
perkara.

f. PERMA sesuai dengan Teori die Lehre vom dem Stufenaufbau der
Rechtsordnung, Asas lex superiori derogat legi inferiori, dan Asas Lex
Posterior derogat Legi Priori.

g. PERMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka pengadilan yang
ada dibawahnya harus menaati dan melaksanakan peraturan tersebut.

2. Adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 berdampak atau berimplikasi
terhadap sistem peradilan khususnya mengenai pelaksanaan (eksekusi)
putusan arbitrase syariah. Sebelum adanya PERMA No. 14 Tahun 2016,
kewenangan eksekusi ada di tangan pengadilan negeri berdasarkan UU No.
30 Tahun 1999 dan UU No. 48 Tahun 2009. Namun setelah itu, terdapat
aturan yang memberikan kewenangan tersebut ke pengadilan agama yaitu
SEMA No. 8 tahun 2008 tetapi kemudian dicabut oleh SEMA No. 8
Tahun 2010 yang berakibat kembalinya kewenangan ke pengadilan negeri.
Selain PERMA No. 14 Tahun 2016, terdapat beberapa aturan yang
menguatkan kewenangan pengadilan agama sebagai pelaksana atau
eksekutor putusan arbitrase syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 yang
diperkuat dengan adanya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, UU No. 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Adanya dualisme aturan tersebut, Basyarnas sebagai
badan arbitrase syari’ah dapat memilih mengajukan putusannya ke

pengadilan negeri atau ke pengadilan agama.
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B. Saran
1. Perlu adanya perubahan dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang menjelaskan
mengenai arbitrase syari’ah.
2. Namun lebih baik lagi jika ada Undang-Undang tersendiri yang mengatur

arbitrase syari’ah.
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